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ABSTRAK 

ABDUL SALAM (B11116140) Pemusatan Kewenangan Bidang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 (Di bawah bimbingan Ansori Ilyas sebagai 

Pembimbing Utama, dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing 

Pendamping). 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami yang menjadi legitimasi 

pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara dan implementasinya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta 

menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, dan serta dianalisis secara presktiptif-normatif. 

Adapun penelitian yang telah dilakukan mengantarkan peneliti pada 

kesimpulan, yakni 1) Legitimasi terjadinya pemusatan kewenangan 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dapat ditemui dalam 

UUD NRI 1945, yakni dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 33 ayat 

(2) dan (3). 2) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan 

pengelolaan dan penyelengaraan pertambangan mineral dan batubara 

berada di tangan Kementrian ESDM. Sedang dalam implementasinya, 

pengelolaan dan penyelengaraan pertambangan mineral dan batubara 

dilaksanakan oleh Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 

Modal. 

 

Kata Kunci: Minerba, Kewenangan, dan Pemusatan. 
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ABSTRACT 
 

 

ABDUL SALAM (B11116140) Centralization of Authority in the Mineral 

and Coal Mining Sector according to Law Number 3 of 2020 (Under 

the guidance of Ansori Ilyas as Main Supervisor, and Fajlurrahman 

Jurdi as Accompanying Supervisor). 

This study aims to understand the legitimacy of centralizing the 

authority of mineral and coal mining management and its implementation. 

This research uses a type of normative legal research with a 

statutory approach and a case approach. As well as using secondary data 

in the form of primary legal material and secondary legal material, and 

also analyzed prespectively-normatively. 

The research that has been carried out leads researchers to 

conclusions, namely 1) The legitimacy of the concentration of authority for 

mineral and coal mining management, can be found in the 1945 NRI 

Constitution, namely in Article 4 paragraph (1), Article 18, and Article 33 

paragraph (2) and (3). 2) In Law Number 3 of 2020, the authority to 

manage and manage mineral and coal mining is in the hands of the 

Ministry of Energy and Mineral Resources. Meanwhile, in its 

implementation, the management and maintenance of mineral and coal 

mining is carried out by the Ministry of Investment/Investment Coordinating 

Board. 

 

Keywords: Minerba, Authority, and Centering. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan semangat desentralisasi dalam Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maka 

penyelenggaraan pemerintahan diberbagai bidang diselenggarakan 

secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah merupakan representasi dari political will rakyat 

ditingkatan daerah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Menurut Mahfud MD,1 keberadaan pemerintah daerah (daerah 

otonom) dan hubungannya dengan pemerintah pusat (atau disebut 

saja dengan pemerintah) dapat diterangkan melalui penjelasan prinsip 

demokrasi. Prinsip demokrasi di sini ialah bahwa demokrasi itu arus 

diimplementasikan melalui pemecahan kekuasaan, baik secara vertikal 

maupun horizontal, karena suatu kekuasaan yang tidak dipencar 

bukan merupakan kekuasaan yang dapat diterima di negara 

 
1 Mahlud MD, 1999, Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah. dalam Pargulatan 

Polltik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta,  hlm. 185- 186. 
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demokrasi. Dalam suatu pemecahan kekuasaan inilah keberadaan 

pemerintah daerah atau daerah otonom itu dapat dipahami, karena ia 

merupakan hasil dari pemecahan kekuasaan secara vertikal. 

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat akselerasi upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat. Pandangan ini terlahir dari kenyataan bahwa negara 

Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas, mustahil dapat 

dikelola dengan baik tanpa ada pembagian urusan antara Pusat dan 

daerah dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di dalamnya.2 

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi 

dan keanekaragaman daerah karena merekalah yang paling tahu 

kebutuhan daerahnya. Hal itu sejalan dengan pendapat Toqueville dan 

Rienow.3 minimal memiliki dua makna, pertama, supaya ada 

kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai 

kepentingan yang berkaitan secara langsung dengan mereka, dan 

kedua, agar terbuka kesempatan untuk membuat peraturan dan 

 
2 Hadi Supratikta, 2015, ”Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat 

Dan Daerah Dalam Pengelolaan Lauta”, Laporan Akhir Pusat Penelitian Dan 

Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., hlm. 15. 
3 Mahfud MD, Op. Cit., hlm 186-187 
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programnya sendiri bagi setiap komunitas yang memiliki tuntutan yang 

beragam. 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 

mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan 

Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 

peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat 

yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Seiring dengan prinsip itu maka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam berbagai bidang harus selalu berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan 

aspirasi masyarakat. Serta menjamin keserasian hubungan antara 

Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun 

kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama 

dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah 

pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin 

hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus 

mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara. 

Sebagai bagian dari agenda reformasi, pemberian otonomi 

daerah merupakan hal yang tidak bisa lagi dikesampingkan mengingat 
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besarnya gelombang tuntutan dari masyarakat didaerah. Kebijakan 

otonomi daerah tentu saja menjadi perubahan mendasar bagi 

ketatanegaraan yang disambut dengan suka cita, terutama bagi 

daerah yang kaya akan sumber daya alam. Jika dalam kondisi semula 

arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, 

maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, 

arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke 

daerah.4 

Pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil pertambangan 

dianggap sebagai upaya daerah untuk mengelola kekayaannya secara 

mandiri serta mendapatkan sumber pendapatan daerah yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya. Respon 

atas tuntutan tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendesentralisasikan 

urusan Pertambangan, energi dan sumber daya mineral ke daerah. 

Semangat ini juga yang dituangkan dalam Pasal 7 dan 8 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, juga ditegaskan dalam bagian penjelasan poin ketiga yang 

menyatakan “dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan 

otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 

dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan 

efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah” 

 
4 H. M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, 

Yogyakarta, hlm.62. 
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Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara sejatinya 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Norma konstitusi ini telah 

memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu 

dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.5 Moh. Mahfud MD 

menyatakan bahwa asas “hak menguasai negara” digunakan untuk 

menggantikan istilah domeinverkelaring yang berorientasi pada 

mengusahakan kemakmuran rakyak yang sebesar-besarnya.6 

Negara Casu Quo Pemerintah bertanggung jawab atas 

penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan 

Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga 

dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian 

pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral 

dan/atau energi Batubara. Demikian bunyi penjelasan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Ultimate goal pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor 

mineral dan batubara adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

maka semua bentuk pengaturan lebih lanjut harus mengarahkan 

 
5 Dwi Haryadi, 2018, Pengantar Hukum Pertambangan, UBB Press, Bangka Belitung, 
hlm. 3. 
6 Moh, Mahfud MD, 2018, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 367. 
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hasilnya kepada upaya mendorong dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara merata disemua daerah. Mengingat besarnya 

potensi kekayaan negara sektor pertambangan mineral dan batubara 

yang tesebar diberbagai daerah, maka asumsinya adalah upaya 

perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat membutuhkan waktu tidak 

sebentar apabila penyelenggaraan pertambangan tersentralisasi pada 

pemerintah pusat. 

Pada saat masih digunakannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan 

mineral dan batu bara. Kewenangan dalam pemberian izin diserahkan 

kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah 

pusat sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan pemerintah 

daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan adanya kewenangan pengelolaan 

pertambangan tujuannya agar pengelolaan tersebut tidak selalu 

terpusat, sedangkan yang mengetahui keadaan dan kegiatan yang 

nyata adalah pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah daerah 

kemudian secara rinci dapat dilihap pada Pasal 7 untuk kewenangan 

pemerintah provinsi dan Pasal 8 untuk kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota dalam Bab IV Tentang Kewenangan Pengelolaan 

Pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral 

dan Batu Bara. 
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Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), 

sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan, 

“Penyelenggaran urusan bidang kehutanan, kelautan, serta 
energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat 
dan pemerintah provinsi”.  

 

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa, 

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari UndangUndang ini” 

 

Berdasarkan bunyi Kewenangan pemerintah kabupaten/kota 

dalam lampiran undang-undang sub-bidang mineral dan batubara 

mengalami perubahan, yakni pemerintah kabupaten/kota tidak lagi 

memiliki kewenangan atas penetapan wilayah dan izin usaha 

pertambangan, melainkan segala urusan tersebut dikembalikan 

kepada kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 

Sehingga dengan berlakunya UU Pemda, telah mereduksi 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal 

penerbitan IUP diwilayah admnistratifnya. 

Kemudian penyelenggaraan pertambangan mineral dan 

batubara kembali mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Kewenangan pemerintah daerah yang sebelum perubahan 

dimuat dalam Pasal 7 dan 8 dihapus sehingga penyelenggaraan 
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pertambangan mineral dan batubara tersentralisasi kepada pemerintah 

pusat melalui fungsi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, 

pengelolaan dan pengawasan. Penguasaan mineral dan batubara oleh 

pemerintah pusat ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan; 

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak 
terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, 
dan pengawasan. 

 

Dengan dihapusnya kewenangan dari Pemerintah Daerah maka 

penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan 

penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara telah 

mengalami satu dinamika pengaturan, yang menurut penulis menarik 

untuk dikaji. Terlebih bahwa di masa pelaksanaan otonami daerah, 

kewenangan pemerintah daerah dapat ditarik atau dihapus sesuai 

kehendak pembentuk undang-undang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang menjadi dasar legitimasi pemusatan kewenangan 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020? 
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2. Bagaimanakah implementasi kewenangan pertambangan mineral 

dan batubara oleh pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk memahami dasar legitimasi pemusatan kewenangan 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020. 

2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan pertambangan 

mineral dan batubara oleh pemerintah pusat setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi mengenai konsep otonomi daerah dalam 

ketatanegaraan Indonesia khususnya dinamika kewenangan 

penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dan antara 

keduanya serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di 

Universitas Hasanuddin 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

dan pengetahuan penulis terkait dengan isu penyelenggaraan 

pertambangan mineral dan batubara dan membantu penulis untuk 

mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan 

Hukum Tata Negara secara khusus pokok bahasan mengenai 

ototnomi daerah dan konsep kewenangan. 
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3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi pada bidang Hukum Pertambangan dari aspek 

ketatanegaraan khususnya yang terkait dengan konsep otonomi 

daerah dan konsep kewenangan. 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang “PEMUSATAN 

KEWENANGAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN 

BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020” 

(Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara) belum pernah dilakukan. Beberapa enelitian 

yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tesis Iqbal Shalihin dengan judul “Pengalihan Kewenangan 

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” 

Tesis ini membahas mengenai pengaturan dan implementasi 

kewenangan pemberian izin usaha pertambangan 

mineralbatubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan Peneliti membahas dasar 

legitimasi dan implementasi pemusatan kewenangan 

penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 
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2. Jurnal Ilmiah dengan judul “Implikasi Legislasi Pengambilalihan 

Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara 

Oleh Pemerintah Pusat” Oleh Nabilla Desyalika Putri dan Dian 

Agung Wicaksono, tahun 2018. 

Jurnal ini membahas dinamika pengaturan kewenangan serta 

implikasi pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Sedangkan membahas dasar legitimasi dan implementasi 

pemusatan kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral 

dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Emilda Yofita, dengan judul “Akibat 

Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh 

Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral Dan Batubara”, dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Tahun 2021. 

Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pertambangan 

mineral dan batubara oleh pemerinta pusat dan implikasi 

hukumnya bagi pemerintah daerah. Sedangkan peneliti 

membahas dasar legitimasi dan implementasi pemusatan 

kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan 

batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 
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4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni Sianipar, dengan judul 

“Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan 

Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”,dari 

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020. 

Skripsi ini membahas Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab 

Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan 

Hidup. Adapun peneliti membahas dasar legitimasi dan 

implementasi pemusatan kewenangan penyelenggaraan 

pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Soerjono Seokanto, penelitian hukum ialah suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu.7 Sedangkan metode 

 
7 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43. 
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dalam penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian 

dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.8 

Adapun dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti 

bahan Pustaka dan data sekunder.9 Pendapat yang menjadi 

acuan adalah sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud 

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10 

Pendapat lainnya yakni dikemukakan oleh Abdulkadir 

Muhammad, bahwa penelitian hukum normatif menggunakan 

kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji 

undang-undang. Pokok kajiannya dalah hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan 

menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian normatif 

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin 

hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistemik 

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah 

hukum.11 

 
8 Lihat dalam 
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/14201/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllo
wed=y, yang diakses pada 3 November 2022. 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 13. 
10 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 35. 
11 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 
52. 
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2. Jenis Pendekatan 

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa 

pendekatan. Penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan 

yaitu: 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 

permasalahan hukum yang sedang dihadapi.12 Dengan kata 

lain, bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. 

Peraturan perundang-undangan tersebut dikaji dan diteliti 

mengenai penormaannya dan implementasinya.13 Misalnya 

dalam penelitian ini, peneliti akan mempelajari lebih dalam 

konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) 

Yakni merupakan jenis pendekatan dalam penelitian 

hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian 

 
12 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana 
Media, Yogyakarta, hlm. 133. 
13 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana 
Media, Yogyakarta, hlm. 133. 
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permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek 

konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan 

dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan 

sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang 

digunakan.14 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Terdapat tiga kategori sumber bahan hukum yang digunakan, 

antara lain: 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, yakni merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan lembaga yang berwenang untuk itu.15 Terutama 

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

serta norma hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang diterbitkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016. 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

 
14 Ibid., hlm. 147. 
15 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 157. 
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4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, 

tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-

hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal 

dari kalangan sarjana hukum, karya ilmiah lainnya yang memiliki 

relevansi dengan objek kajian; dan 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum skunder, 

seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan 

ensiklopedia serta webiste yang telah terverifikasi. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran 

dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan 

dan media internet serta media dan tempat-tempat lainnya yang 

mengerluarkan den menyimpan arsip yang berkenaan dengan 

permasalahan penelitian. 
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Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, akan 

dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, 

baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan 

hukum tersier serta bahan non-hukum. Penelusuran dan 

penelaahan atas bahan hukum tersebut dilakukan dengan 

membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui media 

internet atau website. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan 

inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. 

Tahapan sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi 

antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. 

Semua bahan hukum yang terkumpul dan telah 

dikelompokkan ditelaah dengan menggunakan pendekatan 

pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual dan pendekatan filosofi, untuk memperoleh gambaran 

atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi focus kajian 

dalam penelitian. 

Selanjutnya semua bahan hukum tersebut akan dianalisis 

menggunakan dua metode analisis, yakni pertama, teknik analisis 

deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan atau menjabarkan 

aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, 

dilanjutkan dengan proses menjabarkan ratio decidendi dari aturan-
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aturan. Inilah yang dinamakan dalam ilmu hukum sebagaimana 

ilmu preskriptif yang dimana menggunakan peraturan perundang-

undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang 

dibahas serta menganalisis permasalahan, kerangka teoritis 

melalui asas-asas, prinsip-prinsip dan konsep-konsep ilmu hukum 

yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


